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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 008.3.3.4/ 10 /DPK.01/2024

TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir

Se]atanNomor?TahunQOHtmtangKodeEﬁkPegwai

Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten

PeﬂsirSeIaIan,nﬂcaperh:mcnetapkanKodeEhkApmaMrSipﬂ
NegampadaDhmstdichlcandanKebudayaan;

b. Bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib

pertimbangan
hurufadanlmmfbdiatasmakadipandangpeﬂumenetapkan
KemJMSanKepah[ﬁnastdidﬂcandanKebudayaan tentang
penetapan Kode Etik Aparatur Sipil Negara pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indo,nesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
JiwaKorpsdanKodeEtikPe@waiN@mSipﬂ(lmbaranN@ra
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pb@waiNe@riSipﬂ(lmbemnNe@raRepubE(MdonﬁiaTahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Nomor 5135;

4.PeraruranDaerahKabupatenPesisirSelatanNomor2Tah1m
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016'1‘entangPembenmkandanSusunanPeIangkatDaemh;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

S. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang
Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Kode Etikk Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum
keputusan ini.

Seluruh Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan dan
KebudayaanKabupampmisirSelatandalamme]aksanakanT\J@s
dan kehidupan sehari-hari, wajib bersikap dan berpedoman untuk
mematuhi Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
pada Diktum Pertama.
Keputusannumtﬂalber]akusqaktan@ldxtetapkan,den@n
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan
ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

A MIN, S.Pd., M.Si
~Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003










PENEGAKAN KODE ETIK

Aparatur yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan Sanksi
secara tegas yang diterapkan tanpa toleransi, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi
moral maupun administrasi.

a. Sanksi Moral

Aparatur yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral yang

dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pimpinan, sanksi moral tersebut berupa

* Pemyataan permohonan maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan
permohonan maaf.

* Pemyataan penyesalan yang dituangkan dalam surat pemyataan
penyesalan.

s Pemyataanpmmhonanmaafdanpm;ma]ansemmMMphmwa
diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan, anggota Majelis Etik, Pejabat
yang berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian.

* Pelaksanaan sanksi moral dituangkan dalam berita acara pelaksanaan
putusan Sidang Etik.

Dalampanbenansankmmmalhamsdxsebuﬂ{anjmlspdaanodeEukyang
dilakukan Aparatur, dimana yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan
sankmmoraldapalmdﬂmalmnsaxﬂst&as:mden@nkﬂtenM
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sanksi Administrasi
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Painan, 16 Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kahppathesns:r

MIN, S.Pd., M.Si
Pembma Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003




